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P U T U S A N

Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili  perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

………………….,  umur  26  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Rt 002

Rw 008 Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung Kabupaten

Lampung  Timur,  Lampung,dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

khusus  kepada  Surya  Alhadi,  S.H.,   advokat  pada  Kantor

Hukum Surya Alhadi, S.H. & Rekan, berdasarkan surat kuasa

khusus yang telah terdaftar di  Kedutaan Besar RI Abu Dhabi

tanggal 13 Juni 2021 dan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sukadana  dengan  register  nomor  1586/SKH/2021/PA.Sdn

tanggal  14  September  2021,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

……………………,umur  26  tahun,  agama Islam,  pendidikan SMA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman di  Dusun IV RT 012 RW 005

Desa  Karya  Makmur  Kecamatan  Labuhan  Maringgai

Kabupaten  Lampung  Timur,  Lampung,  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  10 Agustus 2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 14

September  2021  dengan  register  perkara  Nomor  1786/Pdt.G/2021/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  akad  nikah

dilaksanakan  tanggal 23 Juni 2018, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1  /

007 / VI / 2018  dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung,

Kabupaten Lampung Timur, tertanggal  30 Mei 2018.

2. Bahwa status sewaktu menikah, Penggugat perawan dan Tergugat perjaka,

dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka; 

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah Penggugat di Desa Gunung Mekar selama  2 bulan, lalu Penggugat

berangkat kerja ke Abu Dhabi sampai dengan berpisah; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaisuami  istri (ba'da

dukhul) namun belum  punya  anak;   

5. Bahwa awalnya rumah tangga  Penggugat dan Tergugat harmonis,  namun

sejak  Penggugat  berangkat  ke  Abu  Dhabi  komunikasi  dengan  Tergugat

 mulai sering  terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan Tergugat

mencurigai Penggugat;   

 6.  Bahwa sering  terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  selama

   ini, ketika bertengkar Tergugat pernah  mengucapkan kalimat menceraikan

  Penggugat,  namun  Penggugat  tetap  bersabar  demi  mempertahankan

keutuhan rumah tangga; 

7.  Bahwa akhir  dari  keharmonisan rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat

terjadi pada bulan   Nopember 2019, disebabkan ketika Penggugat pulang

cuti  ke Indonesia,  Tergugat   merasa tidak cocok dengan Penggugat dan

menjatuhkan talak kepada Penggugat sesuai dengan surat Talak tertanggal

08 Nopember 2019, hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
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8. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan   Penggugat  dan Tergugat  agar

harmonis kembali, namun tidak berhasil;

9.   Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho,

Penggugat tidak mampu lagi bertahan berumah tangga bersama Tergugat,

dan Penggugat telah berketetapan hatimenggugat ceraiTergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (…………….)  terhadap

 Penggugat (……………….);  

3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Subsidair: apabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

adilnya (ex  aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah

datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

dan tidak pula mengutus  orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah

serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi  secara  tertulis  meskipun  berdasarkan

relaas panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi  dan patut  dan menurut  Majelis  Hakim ternyata  ketidakhadiran

Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

tidak  dapat  dilaksanakan  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini  dilanjutkan

dengan  membacakan  gugatan  Penggugat  yang  dalil-dalilnya  tetap

dipertahankan Penggugat; 

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah  mengajukan  bukti  tertulis  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

1/007/VI/2018  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  KUA  Kecamatan  Jabung

Kabupaten Lampung Timur,  tanggal  30 Mei  2018,  bukti  surat  tersebut  telah
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diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugatjuga mengajukan

dua  orang  saksi,  telah  memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ……………,  umur  39  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Petani,  tempat tinggal di  Dusun I  RT.01 RW.01 Desa Gunung

Mekar  Kecamatan  Jabung, Kabupaten  Lampung  Timur,  saksi  adalah

paman Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai

keturunan; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga

dan tinggal bersama terakhir di Desa Gunung Mekar; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  hanya  rukun  dalam

membina  rumah  tangga  selama  2  bulan  saja,  ketika  itu  atas  seizin

Tergugat,  Penggugat  pergi  bekerja  ke  Abu  Dhabi,  namun  setelah

Penggugat  berada  di  Abu  Dhabi  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

 Bahwa saksi sering mendengar sendiri, Penggugat sedang menelepon

Tergugat lalu mereka bertengkar;

 Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat cuti pulang ke Indonesia,

dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya

Tergugat menjatuhkan talak terhadap Pemohon;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

November 2019 sampai dengan sekarang; 

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. …………..,  umur  55tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV RT.01 RW.07 Desa Gunung

Mekar  Kecamatan  Jabung, Kabupaten  Lampung  Timur,  saksi  adalah

paman Penggugat;
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai

keturunan; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga

dan tinggal bersama terakhir di Desa Gunung Mekar; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun  setelah  2  bulan  menikah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  cemburu  tanpa  alasan  kepada  Penggugat.

Ketika itu dengan izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja ke Abu Dhabi.

Pertengkaran terjadi setelah Penggugat di Abu Dhabi;

 Bahwa saksi sering mendengar sendiri, Penggugat sedang menelepon

Tergugat lalu mereka bertengkar;

 Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat cuti pulang ke Indonesia,

dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya

Tergugat menjatuhkan talak terhadap Pemohon;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

November 2019 sampai dengan sekarang; 

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  yang  dimaksud  Pasal  154

RBgjo. Pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  jo. Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  jo. Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  telah

diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran

kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 
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Menimbang,  bahwa  mediasi  sebagaimana  dimaksud  Peraturan

Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  untuk

melakukan perceraian adalah sejak bulan November 2019 ketentraman rumah

tangga mulai  tidak  harmonis  dengan adanya perselisihan antara Penggugat

dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mencurigai

Penggugat,  hingga akhirnya Tergugat  menjatuhkan talak  kepada Penggugat

pada bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni

pertama,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut.  Kedua,  Tergugat

tidak  mengajukan  eksepsi  ketidakwenangan  Pengadilan  Agama.  Ketiga,

gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  gugatan  Penggugat  tidak

melawan  hak  dan  beralasan  hukum,  dan  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan  (persoon  recht),  maka  sebagaimana  dalam  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 134 Kompilasi  Hukum

Islam  untuk  mendapatkan  putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

suami  isteri,  oleh  karenanya dengan mengacu pada pasal  tersebut,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian

dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti  tertulis P dan dua orang saksi di  persidangan, yang

masing-masing  bernama  Heri  Suryono  bin  Samuri  dan  Sukri  bin  Lamidi,
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karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap

alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat  bukti  P  merupakan fotokopi  dari

akta  autentik,  secara  prosedural  memenuhi  syarat  pengajuan  bukti  tertulis

sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg  jo.1868 KUHPerdata, yakni fotokopi

tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana

ketentuan Pasal 285 RBg  jo.1868 KUHPerdata, dan secara substansial juga

relevan  dengan  dalil  Penggugat,  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat  menurut

hukum telah  terikat  dalam perkawinan yang sah  dan karenanya Penggugat

berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi

syarat  prosedural  kesaksian  sebagaimana  ketentuan  Pasal  171,  Pasal  175

R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

134  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yakni  memberikan  keterangan  secara

terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara

substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama

lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal

308 dan 309 R.Bg,  khususnya  tentang  fakta  bahwa antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga  kesaksian-

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan

dengan  bukti  tertulis  dan  bukti  dua  orang  saksi,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah

dan belum dikaruniai keturunan;

 Bahwa  sekurangnya  sejak  bulan  Agustus  2018antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat cemburu tanpa alasan;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

November 2019 sampai dengan sekarang;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  sehingga  Majelis  Hakim  memandang  telah  cukup  untuk

mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  perkara  ini  Majelis  Hakim

memandang  tidak  perlu  untuk  menggali  fakta  tentang  apa  dan  siapa  yang

menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang

pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  itu  sendiri  sebagaimana

maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-

8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  237K/AG/1998,  tanggal  17-3-1999,  menyebutkan  “sepasang  suami-

isteri  telah  cekcok  satu  sama  lain  dan  keduanya  tidak  lagi  hidup  bersama

dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga

dalam Kompilasi  Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut

dapat dipahami bahwa salah satu dari  unsur perkawinan adalah ikatan lahir

batin,  penjelasan  pasal  tersebut  berbunyi  bahwa  unsur  batin  atau  rohani

mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi

maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas

dari sendi-sendinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam

membina  rumah  tangga  sudah  tidak  harmonis  sehingga  sulit  untuk

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-

Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 3

Kompilasi  Hukum Islam dan dalam kondisi  tidak  harmonis  tersebut,  Majelis
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Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

pecah  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagaimana  tersebut  di  atas,  antara

Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk

membina rumah tangga bersama;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan  dalil  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Kitab  Iqna’ juz  II

halaman 133 yang kemudian diambil  alih sebagai  pendapat Majelis sebagai

berikut: 

طلقة                 القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم إشتد وإن

Artinya:  di  waktu istri  telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,  di

situlah  hakim  diperkenankan  menjatuhkan  talaknya  laki-laki  dengan

talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu

menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah

beri’tizam untuk  bercerai  dan  sikap  Penggugat  tersebut  mengindikasikan

perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim

juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna’ tersebut, jika

ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut

diduga  akan  menimbulkan  bahaya  bagi  salah  satu  pihak  Penggugat  atau

Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh:

المصالحدرأ     جلب على مقدم المفاسد

Artinya: “menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat “

Dengandemikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan

perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan- pertimbangan di

atas, dan dihubungkan dengan kenyataan benar Penggugat dan Tergugat telah

berselisih  dan bertengkar  hingga keduanya tidak lagi  tinggal  bersama sejak

bulan November 2019, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan

menurut  hukum bagi  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat  sebagaimana

maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat
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dijadikan  dasar  bercerai  adalah  apabila  antara  suami  isteri  terus  menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  gugatan  Penggugat  dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat

telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

berdasarkan Pasal 149 RBgjo.pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan

atas  gugatan Penggugat,  maka berdasarkan Pasal  119 angka (2)  huruf  (c)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan

kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  sesuai  maksud  pasal  119  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan

rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam

masa iddah; 

Menimbang,  bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain

sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-

kurangnya  90  (sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak  putusan  mempunyai

kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 jo. Pasal  39  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal

153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;      
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (………..)  terhadap

Penggugat (…………….);  

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  Rp.670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa,  tanggal  28  September  2021  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  21  Safar  1443Hijriyah,  oleh  kami  Dian  Siti

Kusumawardani S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., dan

Fatkul Mujib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu  olehc

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat. 

          Hakim Anggota 

dto

Rifqiyatunnisa, S.H.I.,

         Hakim Anggota 

                   dto

Fatkul Mujib, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP : Rp   60.000,00

Biaya Proses : Rp   50.000,00
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Panggilan : Rp 550.000,00

Meterai : Rp   10.000,00

J u m l a h         : Rp 670.000,00
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